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MOTTO :
“ Bila kebijaksanaan yang kau cari, lima hal kau harus hati-hati.

Kepada siapa kau bicara, tentang apa kau bicara, dan...bagaimana,

( Elisabeth L. Ingalls )
“ Pengalaman adalah guru yang paling brutal, tapi kita belajar, benar-
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benar bglaj Fi'pengdl

(C.S Lewis )

kupersembahkan untuk:

pa dan Mama tercinta
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ABSTRAK

Erma Yuli Habsari, E. 0098009, PERANAN BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH DALAM PROSES PERANCANGAN
PERATURAN DAERAH ( PERDA ) DI KABUPATEN WONOGIRI,
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Penulisan Hukum
( Skripsi ), 2002.

Kegiatan — kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah semakin
lama semakin berkembang dan meningkat, seirama dengan perkembangan zaman.
Dengan diberlakukannya Undang — Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, maka-diperlukan suatu peraturan perundang — undangan
yang dapat menghasilkan produk hukum dacrah yang mempunyai kualitas, mutu
dan tidak cepat lapuk dimakan waktugPemerintahan yang baik haruslah memiliki
suatu pedoman ataupun pegangan didalam’ penyelenggaraan pemerintahan di
daerah. Untuk itulah perlu adanya produk -hukum daerah khususnya Peraturan
Daerah yang dapat digunakan sebagai tolak ukur berhasil tidaknya pelaksanaan
penyelenggaraan: Pemerintahan di Daerah. Hal ini dapat diketahui dari proses
perancangan produk — produk shukum daerah sampai dengan diberlakukannya
dalam masyarakat. Bagian dari Sekretariat Dagrah Kabupaten Wonogiri yang ikut
serta atau berperan aktif didalam proses perancangan Peraturan Daerah adalah
Bagian Hukum Sekretariat Dagrah. Bagian Hukum Sekretariat Daerah ini
merupakan bagian yang sangat berperanan dan vital bagi Pemerintahan Daerah
dalam melaksanakan- fungsi otonomi~daerah khususnya dalam perancangan
Peraturan Daerah.

Untuk menunjang penelitian tersebut, maka penulis menggunakan jenis
penelitian Deskriptif Kualitatif. Kemudian' untuk teknik pengumpulan data,
penulis menggunakan teknik Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan. Studi
Lapangan meliputi wawancara dan observasi. Mengenai teknik analisa data,
penulis menggunakan teknik analisa data kualitatif dengan model Interactive
Model Of Analysis yang terdiri dari tiga tahap/ komponen, yaitu reduksi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dalam menjalankan peranannya tersebut, Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Wonogiri mengadakan hubungan ataupun koordinasi dengan
Dinas / Lembaga Daerah dan atau Unit Kerja untuk membicarakanmengenat
perancangan Peraturan Daerah. Koordinasi yang dilakukan oleh Bagian Hukum
Sekretariat Daerah tersebut dilakukan dengan jalan mengundang Dinas / Lembaga
Daerah dan atau Unit Kerja untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah.
Hubungan kerja ini dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung yang
bersifat hubungan fungsional yang meliputi kegiatan administrasi dan juga
dilakukan dalam bentuk operasional.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri memegang
peranan yang sangat penting dan vital dalam proses perancangan Peraturan
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Daerah, khususnya Peraturan Daerah di Kabupaten Wonogiri. Peranan Bagian
Hukum Sekretariat Daerah dapat dilihat mulai dari persiapan dan pengundangan
Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Wonogiri menemui beberapa hambatan, yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya personel atau staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
khususnya untuk personel perundang — undangan, sehingga menghambat
dalam melakukan aktivitas kerja merancang produk — produk hukum daerah
khususnya Peraturan Daerah.

2. Kualitas Sumber Daya Manusxa di Unit Kerja atau Dinas yang kurang
profesional dan kurang memadai

3. Kurangnya sarana
pekerjaan.

4. Hambatan dana

5. Hambatan ya

S. Pemngkatanta:afpendi an untuk d ukmenjadl anggota Dewan.




